BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6O TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

a. bahwa berkenaan dengan adanya Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan adanya kegiatan
wajib yang diperintahkan Pemerintah Pusat maka
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
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dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2022;



Menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka
Penanganan Damplak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor
2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor
12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.
2

10.
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Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
Kepulauan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat
APBD adalah rencana anggaran belanja tahunan Pemerintahan
Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD-P adalah perubahan rencana anggaran
belanja tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
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Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertanggung jawab kepada
Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan
lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan,
kelurahan dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah.

Pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu dan ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selaku
pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos
anggaran tersendiri dalam APBD.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di
singkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku  pengguna  anggaran/pengguna barang yang juga
melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif dibawah
kabupaten.

Kelurahan adalah pembagian wilayah adminstratif di indonesia di
bawah Kecamatan.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan Kkerja
perangkat daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengeloaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya di sebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
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penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
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menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat
dokumen penerimaan.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada
SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai Kkasir,
pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.

Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut
pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi
tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Tenaga tehnis lapangan adalah tenaga kesehatan, tenaga pengawas
pendidikan, dan tenaga pengawas konstruksi

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja Pada Tahun Anggaran yang sama.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh pengguna anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi adalah panitia yang
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan konstruksi.

Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada
disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang
digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat
SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan,
tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah
Standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam

suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan
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tertentu dan kewajaran biaya diunit kerja dalam satu tahun
anggaran.

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat HSPK
adalah adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan
konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan
bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan
bangunan, standart = pengupahan pekerja dan harga
sewa/ beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan
konstruksi.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh
APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.

Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna
Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh
pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan
untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan
pembayaran.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penginput Data adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan
Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan atau dengan
Keputusan Kepala Badan/Dinas yang mempunyai tugas melakukan
penginputan data ke dalam aplikasi keuangan yang berbasis
elektronik sesuai dengan hasil penyusunan yang telah dilakukan
sesuai kebijakan Pimpinan.

Tim Peneliti adalah kelompok kerja yang diberi tugas melakukan
penelitian pada lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan
pada kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan DPRD.
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Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP
adalah  dokumen yang  diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, Pengajuan SPP-
UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk
mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP Ganti Uang
Persediaan.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang telah dipakai yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan tidak cukup untuk
membiayainya.

SPP Langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya di singkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya di
singkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
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beban- beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya di
singkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD, yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan,
yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima
menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang
diangkat dengan keputusan kepala daerah untuk masa 1 (satu)
tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
melalui atasan langsungnya.

Barang Daerah adalah semua barang yang berwujud milik daerah
yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber
seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.
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Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program inovatif
untuk mewujudkan visi dan misi;

Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur.



89.

90.

91.

2.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

-14 -

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakar.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh
seorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagimana
telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah;

Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang telah melakukan kerja diluar jam kerja selama paling
sedikit 1 (satu) jam penuh;

Uang Makan Lembur adalah uang yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya
selama 3 (tiga) jam berturut-turut.

Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Kepala
Satuan Kerja yang memuat perintah kepada pegawai negeri sipil
untuk melakukan kerja lembur dalam rangka menyelesaikan

pekerjaan tertentu diluar rencana kerja biasa;
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Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda
tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil
tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yvang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan tidak di harapkan
tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pusat dari daerah yang
tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung
dengan bukti-bukti yang sah.

Analisa Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis

anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau
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kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun
anggaran.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat
yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban
kerja normal.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan

tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
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Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja
yang tinggi dan/atau inovasi.

Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

Anggaran pemberdayaan adalah anggaran yang diperuntukan untuk
meningkatkan kemampuan kelembagaan, partisipasi dan peran serta
masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal, yang dikelola
langsung oleh unit kerja teknis dan/atau oleh masyarakat itu sendiri.
Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh pengguna
anggaran sebagal penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah
lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa.

Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran selaku pengguna barang/jasa dengan penyedia
barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah
menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai
bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Financial Management Informasi
System Next Generation yang selanjutnya disebut SIMDA adalah
sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi

client-server yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah
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dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat,

lengkap dan dapat di uji kebenarannya.

Diantara BAB XII dan BAB XIII ditambahkan bab baru yaitu BAB XII A,
dan ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 129A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
BAB XII A
BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI

Pasal 129 A

(1) Daerah mengganggarkan belanja wajib perlindungan sosial
penanganan dampak inflasi pada bulan Oktober-Desember 2022,
yang digunakan untuk :

a. pemberian bantuan sosial,;

b. penciptaan lapangan kerja; dan

c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di
Daerah.

(2) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan
sebesar 2% (dua persen) dari Pendapatan Daerah yang bersumber
dari Dana Transfer Umum triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

(3) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari yang telah di
anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

(4) Bantuan sosial sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a, dapat
berupa:

a. bantuan berupa bahan bakar minyak; dan
b. bantuan berupa subsidi harga bahan pangan, melalui pasar
murah.

(5) Penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, berupa bantuan hibah paket alat perbengkelan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 2t weces@el - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
v

. H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 21 NuNee  — 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 60




